REPUBLIK INDONESIA

No.803, 2018 KEMEN-DPDTT. Pemberian Bantuan Transmigrasi
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PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSMIGRASI OLEH PEMERINTAH
DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KEPADA TRANSMIGRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2),
Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah kepada Transmigran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
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Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5050);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN TRANSMIGRASI OLEH PEMERINTAH
DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KEPADA TRANSMIGRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bantuan  Transmigrasi adalah  pemenuhan  hak
transmigran berupa barang dan/atau pelayanan yang
diberikan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan
kemandirian transmigran.

Transmigran adalah Warga Negara Republik Indonesia
yang berpindah secara sukarela ke Kawasan
Transmigrasi.

Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU
adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk
yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan
peluang kerja dan usaha.

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya
disingkat TSB adalah jenis transmigrasi yang dirancang
oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan
mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha
transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang
untuk maju.

Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya
disingkat TSM adalah jenis transmigrasi yang
merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan
atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki

kemampuan.
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10.

11.

12.

Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-
Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan
permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu
kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus
sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan
hasil pembangunan baru.

Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya
disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa
permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi
satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya
tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus)
keluarga.

Satuan  Permukiman  Penduduk Setempat yang
selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman
penduduk  setempat  dalam deliniasi Kawasan
Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.

Perbekalan adalah bantuan yang diberikan kepada
transmigran untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam
melaksanakan aktivitas sehari-hari di Permukiman
Transmigrasi serta peralatan untuk memulai
mengembangkan usaha atau budi daya.

Pengangkutan adalah bantuan yang diberikan kepada
transmigran untuk mengangkut transmigran dan barang
bawaannya dari tempat asal sampai dengan Permukiman
Transmigrasi yang mencakup fasilitas angkutan,
penampungan, layanan kesehatan, dan pengawalan.
Penempatan adalah bantuan yang diberikan kepada
transmigran di Permukiman Transmigrasi berupa
penetapan rumah tempat tinggal, kejelasan informasi
tentang hak dan kewajiban transmigran, serta bimbingan
adaptasi lingkungan dalam rangka mempersiapkan diri
untuk mulai kehidupan baru di Permukiman
Transmigrasi.

Pengawalan adalah layanan memberikan pengawalan
kepada transmigran dari tempat asal sampai dengan di

Permukiman Transmigrasi, termasuk kesehatan.
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Permakanan adalah bantuan memberikan makan kepada
transmigran sejak di penampungan, pengangkutan, dan
selama 3 (tiga) hari di Permukiman Transmigrasi.

Lahan tempat tinggal adalah kavling tanah pekarangan
beserta tapak rumah.

Lahan usaha adalah aset tetap untuk produksi sebagai
modal wutama bagi transmigran termasuk lahan
diversifikasi untuk mengembangkan usaha pertanian
dan/atau melakukan kerja sama kemitraan dengan
badan usaha yang luasnya sesuai dengan pola usaha
pokok yang dikembangkan.

Sarana produksi adalah bahan masukan yang
digunakan dalam proses produksi usaha tertentu sesuai
dengan komoditas unggulan yang dikembangkan di
Kawasan Transmigrasi.

Catu pangan adalah bantuan yang diberikan kepada
transmigran pada jenis Transmigrasi Umum dan/atau
Transmigrasi Swakarsa Berbantuan berupa natura
dan/atau non-natura untuk pemenuhan kebutuhan
pokok pangan minimal dan/atau sebagai stimulan untuk
kegiatan produktif di Permukiman Transmigrasi.
Masyarakat transmigrasi adalah Transmigran dan
penduduk setempat yang ditetapkan sebagai
Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat
tinggal di SP-Tempatan dan SP-Pugar.

Keluarga transmigran adalah wunit terkecil dari
masyarakat transmigrasi yang terdiri atas suami, istri,
anak, dan/atau pengikut yang masuk dalam Kartu
Keluarga.

Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah
penerima legalitas pembagian lahan.

Badan usaha adalah perusahaan berbentuk Perseroan
Terbatas yang selanjutnya disebut PT, Badan Usaha
Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, Badan
Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD,
Koperasi atau kelembagaan ekonomi yang berbadan

hukum dan bergerak dalam bidang usaha ekonomi.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Tahap penyesuaian adalah merupakan tahapan untuk
mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu
beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan
sosial.

Tahap pemantapan adalah merupakan tahapan untuk
mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu
memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang
dikembangkan.

Tahap kemandirian adalah merupakan tahapan untuk
mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang sudah
terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam
sistem produksi sektor unggulan.

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,
percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah untuk:

a.

mewujudkan ketertiban dan kepastian dalam pemberian
bantuan kepada transmigran;

memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam
memberikan bantuan kepada transmigran; dan
mewujudkan  keadilan bagi seluruh  pemangku
kepentingan dalam pemberian bantuan sebagai

pemenuhan hak transmigran.
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Pasal 3
Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau
Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan bantuan
dan/atau pelayanan dan/atau fasilitasi kepada Masyarakat
Transmigrasi dengan mempertimbangkan:
a. skala prioritas;
b. integrasi program;
c. kepentingan bersama/kelompok;
d. kemandirian masyarakat transmigrasi; dan

e. dampak jangka panjang dan berkelanjutan.

Pasal 4
Ruang lingkup peraturan ini berupa:
a. jenis-jenis bantuan dan pengaturannya; dan

b. pembiayaan.

BAB II
JENIS-JENIS BANTUAN DAN PENGATURANNYA

Pasal 5
Jenis bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah
kepada transmigran berdasarkan jenis transmigrasi dan

pola usaha pokok.

Bagian Kesatu

Transmigrasi Umum

Pasal 6
Transmigran pada TU diberikan bantuan berupa:
a. perbekalan, pengangkutan, dan penempatan di
permukiman transmigrasi;
b. lahan tempat tinggal beserta rumah dan lahan usaha
dengan status hak milik;
c. sarana produksi; dan

d. catu pangan untuk jangka waktu tertentu.
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(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 7

Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

difasilitasi oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah,

berupa:

a. alat tidur, alat penerangan, sandang, alat dapur,
diberikan pada saat transmigran berada di
penampungan kabupaten/kota asal; dan

b. alat pertanian dan alat pertukangan diberikan pada
saat transmigran tiba di permukiman transmigrasi.

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf a difasilitasi oleh pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah pada saat persiapan perpindahan berupa:

a. pengangkutan transmigran dan barang bawaannya
dengan menggunakan moda angkutan darat, laut,
sungai dan/atau udara dari desa titik kumpul sampai
ke permukiman transmigrasi;

b. pengawalan transmigran selama dalam perjalanan
mulai dari titik kumpul sampai dengan permukiman
transmigrasi; dan

c. penampungan transmigran berupa penginapan,
permakanan, bimbingan sikap mental, kesehatan dan
Keluarga Berencana (KB) di transito atau tempat lain
yang layak sebelum pemberangkatan dan setelah
sampai di daerah tujuan sebelum proses penempatan.

Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

a berupa pembagian rumah tempat tinggal dan lahan

usaha atau ruang usaha, bimbingan adaptasi lingkungan,

dan permakanan diberikan paling lama dalam waktu 3

(tiga) hari sejak kedatangan transmigran di permukiman

transmigrasi.

Pasal 8
Lahan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf b difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan
pada saat penempatan berupa kavling tanah untuk tapak
rumah dan pekarangan seluas 0,10 Ha/KK sampai dengan

0,25 Ha/KK.
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(2) Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

(3)

difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan pada saat

penempatan berupa bangunan rumah layak huni dengan

luas bangunan sekurang-kurangnya 36 m?2.

Bantuan lahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf b difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan

pada saat penempatan, berupa:

a.

tanah dengan luas 1,75 Ha/KK sampai dengan 1, 90
Ha/KK untuk pola usaha tanaman pangan, dan/atau
perkebunan;

tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK untuk
pola usaha tambak intensif, 1 Ha/KK untuk pola
usaha tambak semi intensif, 2 Ha/KK untuk pola
usaha tambak tradisional, dan masing-masing
diberikan 0,50 Ha /KK sebagai lahan diversifikasi;
tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK sebagai
lahan diversifikasi untuk pola usaha perikanan;

tanah dengan luas paling sedikit 8 Ha/KK untuk pola
Hutan Tanaman Rakyat dengan status hak pungut
hasil, dan 0,50 Ha/KK lahan diversifikasi di luar
kawasan hutan;

tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK untuk
pola usaha ternak unggas dan 0,50 Ha/KK sebagai
lahan diversifikasi;

tanah dengan luas paling sedikit 2 Ha/KK untuk pola
usaha ternak kecil dan 0,50 Ha sebagai lahan
diversifikasi;

tanah dengan luas paling sedikit 4 Ha/KK untuk pola
ternak besar sebagai lahan pakan hijauan dan 0,50
Ha/KK sebagai lahan diversifikasi; dan

tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK sebagai
lahan diversifikasi untuk pola usaha tambang dan
areal pertambangan dengan status ijin usaha

pertambangan galian C.
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Pasal 9

Bantuan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf ¢ berupa:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

paket sarana produksi untuk lahan tempat tinggal; dan

paket sarana produksi untuk lahan usaha.

Pasal 10
Paket sarana produksi untuk lahan tempat tinggal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan
pada tahap penyesuaian yang pembiayaannya menjadi
tanggung jawab pemerintah.
Paket sarana produksi untuk lahan usaha sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 huruf b, diberikan pada tahap
penyesuaian setelah lahan wusaha dibagikan dan
pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Paket sarana produksi diberikan sesuai dengan jenis
kegiatan usaha yang dikembangkan untuk pengembangan
usaha dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, pada tahap
pemantapan pembiayaan menjadi tanggung jawab
pemerintah provinsi dan tahap kemandirian pembiayaan
menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Pemberian bantuan sarana produksi di permukiman lama
pada SP Pugar, dilaksanakan dengan memperhatikan
hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah,
sedangkan di permukiman baru diberlakukan
sebagaimana SP Baru.
Pemberian bantuan sarana produksi untuk pola usaha
perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan
mengacu pada kajian dan perencanaan teknis yang
dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan

permukiman transmigrasi.

Pasal 11
Bantuan catu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf d dibiayai oleh pemerintah dan/atau pemerintah

daerah berupa Natura dan/atau Non Natura sebagai
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pengganti paket non beras diberikan sesuai dengan jenis
lahan, pada tahap penyesuaian.

Bantuan catu pangan diberikan setelah 3 (tiga) hari
transmigran ditempatkan di permukiman transmigrasi.
Pemberian bantuan catu pangan di permukiman lama
pada SP Pugar, dilaksanakan dengan memperhatikan
hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah,
sedangkan di permukiman baru diberlakukan
sebagaimana SP Baru.

Dalam hal terjadi gagal panen dan/atau bencana alam
dan/atau  kerawanan = sosial, transmigran dapat
memperoleh bantuan beras tambahan.

Pemberian bantuan beras tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus berdasarkan rekomendasi
bupati setempat atau gubernur apabila kawasan
transmigrasi yang terkena bencana alam dan/atau
kerawanan sosial berada pada lebih dari satu

kabupaten /kota.

Bagian Kedua

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan

Pasal 12

(1) Transmigran pada TSB diberikan bantuan berupa:

a. pelayanan perpindahan dan penempatan di
Permukiman Transmigrasi;

b. lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status
hak milik;

c. sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak
milik atau dengan status lain sesuai pola usahanya,;

d. sebagian kebutuhan sarana produksi; dan

e. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan

hubungan kemitraan usaha.

(2) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan bantuan catu pangan.
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(1)

(2)

-12-

Pasal 13

Pelayanan perpindahan dan penempatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a pembiayaan

menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah
daerah berupa:

a. pengangkutan transmigran dan barang bawaannya
dengan menggunakan moda angkutan darat, laut,
sungai dan/atau udara dari titik kumpul sampai ke
permukiman transmigrasi;

b. pengawalan transmigran selama dalam perjalanan
mulai dari titik kumpul sampai dengan permukiman
transmigrasi;

c. penampungan transmigran berupa penginapan,
permakanan, bimbingan sikap mental, kesehatan dan
Keluarga Berencana (KB) di transito atau tempat lain
yang layak sebelum pemberangkatan dan setelah
sampai di daerah tujuan sebelum proses penempatan.

Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa

pembagian rumah tempat tinggal dan lahan usaha atau

ruang usaha, bimbingan adaptasi lingkungan, dan
permakanan diberikan paling lama dalam waktu 3 (tiga)
hari sejak kedatangan transmigran di permukiman

transmigrasi.

Pasal 14

(1) Lahan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) huruf b difasilitasi oleh pemerintah
daerah dibagikan pada saat penempatan berupa kavling
tanah untuk tapak rumah dan pekarangan seluas 0,10

Ha/KK sampai dengan 0,25 Ha/KK;

(2) Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

huruf b difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan
pada saat penempatan berupa bangunan rumah layak

huni dengan luas bangunan sekurang-kurangnya 36 m?2.
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Pasal 15

(1) Bantuan sarana usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) huruf c pembiayaan menjadi tanggung

jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah dibagikan

setelah penempatan sesuai dengan pola usaha yang

dikembangkan.

(2) Bantuan lahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (1) huruf c difasilitasi oleh pemerintah daerah

dibagikan setelah penempatan, berupa:

a.

tanah dengan luas 1,75 Ha/KK sampai dengan 1, 90
Ha/KK untuk pola usaha tanaman pangan dan/atau
perkebunan;

tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK untuk
pola usaha tambak intensif, 1 Ha/KK untuk pola
usaha tambak semi intensif, 2 Ha/KK untuk pola
usaha tambak tradisional, dan masing-masing
diberikan 0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi;
tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha /KK sebagai
lahan diversifikasi untuk pola usaha perikanan;
tanah dengan luas paling sedikit 8 Ha/KK untuk
pola Hutan Tanaman Rakyat dengan status hak
pungut hasil, dan 0,50 Ha/KK lahan diversifikasi di
luar kawasan hutan;

tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK untuk
pola usaha ternak unggas dan 0,50 Ha/KK sebagai
lahan diversifikasi;

tanah dengan luas paling sedikit 2 Ha/KK untuk
pola usaha ternak kecil dan 0,50 Ha sebagai lahan
diversifikasi;

tanah dengan luas paling sedikit 4 Ha/KK untuk
pola ternak besar sebagai lahan pakan hijauan dan
0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi; dan

tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha /KK sebagai
lahan diversifikasi untuk pola usaha tambang dan
areal pertambangan dengan status ijin usaha

pertambangan galian C.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

-14-

Pasal 16

Sebagian kebutuhan sarana produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d uraiannya

sebagaimana berikut:

a. kebutuhan sarana produksi untuk lahan tempat
tinggal dan lahan diversifikasi pada tahap penyesuaian
diberikan oleh Pemerintah; dan

b. kebutuhan sarana produksi untuk lahan usaha sesuai
dengan usaha pokok selama tahap penyesuaian,
pemantapan, dan kemandirian diberikan oleh mitra.

Pemberian bantuan sarana produksi di permukiman lama

pada SP Pugar, dilaksanakan dengan memperhatikan

hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah,
sedangkan di permukiman baru diberlakukan
sebagaimana SP Baru.

Pemberian bantuan sarana produksi untuk pola usaha

perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan

mengacu pada kajian dan perencanaan teknis yang
dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan

permukiman transmigrasi.

Pasal 17
Bantuan bimbingan, pengembangan, dan perlindungan
hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf e difasilitasi dan pembiayaannya
menjadi tanggung jawab pemerintah pada tahap
penyesuaian berupa:
a. pendampingan proses penyusunan perjanjian
kerjasama kemitraan;
b. pembentukan kelembagaan ekonomi;
c. pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama
kemitraan; dan
d. perlindungan hubungan kemitraan usaha.
Bantuan bimbingan, pengembangan, dan perlindungan
hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) huruf e difasilitasi oleh pemerintah
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daerah provinsi pada tahap pemantapan dan pemerintah

kabupaten/kota pada tahap kemandirian berupa:

(3)

(1)

a. penguatan dan  pengembangan = kelembagaan
ekonomi;

b. pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama
kemitraan; dan

c. perlindungan hubungan kemitraan usaha.

Perlindungan hubungan kemitraan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e berupa

bantuan mediasi dan advokasi penyelesaian perselisihan

hubungan kemitraan difasilitasi dan pembiayaannya

menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan

pemerintah daerah.

Pasal 18
Bantuan catu pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) dibiayai oleh pemerintah dan/atau
pemerintah daerah berupa Natura dan/atau Non Natura
sebagai pengganti paket non beras diberikan sesuai
dengan jenis lahan, pada tahap penyesuaian.
Bantuan catu pangan diberikan setelah 3 (tiga) hari
transmigran ditempatkan di permukiman transmigrasi.
Bantuan catu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pada TSB yang telah tersedia lapangan kerja
diberikan bantuan catu pangan selama 6 (enam) bulan
dan yang tidak tersedia lapangan kerja diberikan catu
pangan selama 12 (dua belas) bulan yang disesuaikan
dengan perjanjian kemitraan.
Pemberian bantuan catu pangan di permukiman lama
pada SP Pugar, dilaksanakan dengan memperhatikan
hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah,
sedangkan di permukiman baru  diberlakukan
sebagaimana SP Baru.
Dalam hal terjadi gagal panen dan/atau bencana alam
dan/atau  kerawanan = sosial transmigran dapat

memperoleh bantuan beras tambahan.
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(6) Pemberian bantuan beras tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan rekomendasi
bupati setempat atau gubernur apabila kawasan
transmigrasi yang terkena bencana alam dan/atau
kerawanan sosial berada pada lebih dari satu

kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Pasal 19
Transmigran pada TSM diberikan:

a. fasilitasi pengurusan perpindahan dan penempatan di
permukiman transmigrasi;

b. bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau
lapangan wusaha atau fasilitasi mendapatkan lahan
usaha;

c. bantuan lahan tempat tinggal dengan status hak milik;
dan

d. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan

kemitraan usaha.

Pasal 20
Fasilitasi pengurusan perpindahan dan penempatan oleh
pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa:
a. pelayanan administrasi perpindahan;
b. pengurusan pengangkutan; dan

c. pengurusan penempatan.

Pasal 21
(1) Pelayanan  administrasi  perpindahan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa pengurusan
perpindahan kependudukan dari daerah asal ke daerah
tujuan.
(2) Pengurusan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf b berupa:
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a. pengangkutan transmigran dan barang bawaannya
dengan menggunakan moda angkutan darat, laut,
sungai dan/atau udara dari titik kumpul sampai ke
permukiman transmigrasi;

b. penampungan transmigran di daerah tujuan meliputi
pelayanan penginapan, permakanan, bimbingan
sikap mental, dan kesehatan/KB di transito atau
tempat lain yang layak; dan

c. pengawalan transmigran dari kabupaten/kota
daerah tujuan ke permukiman transmigrasi oleh
Pemerintah daerah tujuan.

(3) Pengurusan penempatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf ¢ berupa pelayanan rumah singgah secara
kolektif untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak awal

kedatangan di permukiman transmigrasi.

Pasal 22
Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah
berupa:
a. peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
b. akses permodalan dan pemasaran;
c. jaringan kemitraan usaha; atau
d. pengurusan mendapatkan lahan wusaha yang sesuai

dengan rencana tata ruang kawasan transmigrasi.

Pasal 23
Lahan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf c difasilitasi oleh pemerintah daerah diberikan
pada saat kedatangan berupa kavling tanah seluas 0,10

Ha/KK sampai dengan 0,25 Ha/KK.

Pasal 24
Bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan
kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf d difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota berupa:

a. fasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi;

www.peraturan.go.id



2018, No.803

-18-

b. pendampingan proses penyusunan perjanjian kerjasama
kemitraan;

c. pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama
kemitraan; dan

d. advokasi penyelesaian perselisihan hubungan kemitraan.

Pasal 25
Komponen, jumlah, dan spesifikasi teknis bantuan dan
pengaturannya serta pelaksanaan pemberian bantuan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26
Serah terima bantuan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah kepada Transmigran pada Transmigrasi Umum,
Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, dan Transmigrasi

Swakarsa Mandiri dibuat dalam berita acara.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

(1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah kepada transmigran.

(2) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan pemberian bantuan kepada transmigran yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
wilayahnya.

(3) Bupati/walikota melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan kepada

transmigran di wilayahnya.

Pasal 28
(1) Bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan pemberian
bantuan kepada transmigran di wilayahnya kepada

gubernur.
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(2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan
kepada transmigran yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada Menteri.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 29
Pendanaan yang digunakan untuk pelaksanaan pemberian
bantuan kepada transmigran bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Badan Usaha
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30
Dalam hal kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar
pemerintah daerah, pemerintah daerah asal dan pemerintah
daerah tujuan dapat memberikan bantuan berupa barang,
uang saku, atau bentuk Dbantuan lainnya kepada
transmigran sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan

dalam Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah (KSAD).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini maka
pelaksanaan pemberian bantuan transmigrasi oleh
pemerintah dan/atau  pemerintah daerah kepada

transmigran berpedoman kepada Peraturan Menteri ini.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2018

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL,

DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSMIGRASI

OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH
KEPADA TRANSMIGRAN
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SPESIFIKASI TEKNIS
ALAT TIDUR
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KELAMBU GANTUNG

Keterangan

. Bahan terbuat dari Polyester Ukuran Standart
. Insektisida Permetrin 0,5 g/m2 Kelambu :
. Bahan lis pintu kelambu dari kain
warna putih lebar ukuran 7 cm. - Panjang 190 cm
. Cantelan kelambu tiap sudut dan - Lebar 190cm
tengah bahan kain warna putih (tebal) - Tinggi 150 cm
. Jahitan double
. Lis bawah dari bahan kain warna
putih lebar ukuran 7 cm

www.peraturan.go.id
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TIKAR KARET/SPON

e

G

Keterangan :

Panjang : 200 cm

Lebar : 120 cm

Tali Pengikat 2 buah diberi gesper pengunci / slot
Tali gendong 1 buah diberi paku ripet/ mata itik
Bahan tikar dibuat dari karet

Bahan tali gendong dan pengikat dari nilon

Diutamakan produksi dalam negeri
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Spesifikasi :

¢ Bahan : Katun
e Motif : Garis - Garis
¢ Ukuran Selimut : 180 cm X 150 cm x 0,2cm

www.peraturan.go.id
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SPESIFIKASI TEKNIS
ALAT PENERANGAN
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SENTER

Ferompong gombar Iompak dos Ghos

0N DTN b

Keterangan gambar :

Bahan dari plastik

Panjang senter standart baterai besar isi tiga

Muka kepala senter bahan dari kaca

Menggunakan bahan reflektor

Warna seragam

Dilengkapi baterai 6 buah terdiri dari satu senter 3 buah
Batu Baterai ukuran R.20 Zine Carbon 1,5V
Diutamakan produksi dalam negeri

www.peraturan.go.id
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Spesifikasi :

KOMPONEN

PV MODUL PANEL
SURYA

Solar Charger
Controller

Lampu LED
Kabel Lampu

Fitting Lampu

Stop Kontak
Kabel Panel

Ascsoris

Daya Tahan

SPESIFIKASI

PV Modul Panel Surya
10w

On /Off Button, 3000
mAH, 3,7V

0.8W

3M/5M

Fitting Lampu LED
Standar

5 M roof Mounting

Mobil Phone Round
Port

500X Cycle

KETERANGAN

1PCS

2018, No.803
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SPESIFIKASI TEKNIS
SANDANG
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PAKAIAN SERAGAM

Keterangan

. Bahan setara dengan famatex/ sejenis
. Wama abu — abu

. Jahitan double

. Ukuran SM.L

. Kancing baju 6 (enam) buah

. Saku 2 (dua) buah

. Pundak pakai kerah dan dek

. Celana pakai ban tempat gesper, saku depan. saku samping dan saku belakang masing
— masing 2 (dua) buah

. 1 (satu) stel / KK
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KULOT DAN BLUS

Gambar baju tampak dari depan Gambar celana kulot tampak dari depan

Keterangan Gambar Baju :
Keterangan Gambar Celana Kulot :

. Bahan katun
. Bahan katun

. Motif corak kembang N ”

. Tidak pakai puring

. Bagian dalam ceclana pakai puring
. Ukuran S, M, L
. Leher baju pakai kerah

. Saku depan 1 (satu) sebelah kiri

. Lingkaran pinggang memakai
karet clastis
5. Tidak pakai gesper

. Jahitan lengan Satu

Catatan : diperuntukan 1 (satu)
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PAKAJAN KERJA

Gambar nampak dari depan

Keterangan gambar ¢
Bahan kaos

Warna biru laut

Jahitan tunggal pada ujung lengan dan lingkar bawah bahan elastis
Ukuran S, M. L

Leher tidak pakai kerah

Peruntukkan 2 (dua) stel / KK

Diutamakan produksi dalam negeri
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CELANA TRAINING

Keterangan :
1. Bahan kaos
2. Warna biru laut

3. Lingkar pinggang dan kaki bawah diberi karet elastis
4. Ukuran S, M, L

5. 2 (dua) stel / KK
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SEPATU BOOT

Gambar tampak dari samping

Keterangan Gambar :
. Bahan karet / sejenis
. Tebal lingkar bagian atas minimal 2 mm
. Tebal bagian tepi/ toksing minimal 3 mm
. Tinggi sepatu minimal 248 mm
. Tebal sol minimal 11 mm
. Tebal hak minimal 25 mm
. Ukuran sepatu 36 — 42
. Warna hitam

. Diperuntukkan 2 (dua) pasang / KK

10.Diutamakan produksi dalam negeri
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DASTER

1
2
3.
4
5

Keterangan :

. Bahan katun

. Motif corak kembang

Ukuran 5, M, L

. Bentuk seperti gambar
. 1 [satu) buah [ KK

www.peraturan.go.id
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. Bahan famatex [ sejenis

. Ukuran topi :

- Lingkar kepala 56 - 62 cm

- Lingkar topi bagian dalam 54,5 — 60,5 cm

- Tinggi topi 7 -9 cm

3. Warna abu - abu
4. Belakang topi diberi karet elastis
5. 1 (=satu) buah / KK

www.peraturan.go.id
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IKAT PINGGANG

Spesifikasi :

e Ukuran sabuk : 120 x4 Cm
Warna Hitam
Bahan Permassive Nylon (Tebal dan Kuat)
Bahan Bukle (Kepala Sliding) low profit stainless steel dengan matte
black finish (Ujung lkat Pinggang)
Model : All size

www.peraturan.go.id
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SPESIFIKASI TEKNIS
ALAT DAPUR
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PERIUK NASI

Gambar tampak dari samping atas

Diameter permukaan atas

Diameter tengah

—e

Keterangan Gambar :

. Bahan alumunium cor

. Ukuran No.10

. Diameter permukaan 20 cm, Diameter Tengah 22 cm, Diameter bawah 19 cm
. Tinggi periuk 14 cm

. Pegangan periuk dari bahan kawat

. Tutup periuk terbuat dari alumunium cor dan diberi tempat pegangan

. Diperuntukkan 1 [satu) buah j KK

. Diutamakan produksi dalam negeri
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WAJAN DAN SOTIL

Keterangan :

. Ukuran No. 14

. Bahan dibuat dari alumunium plat atau alumunium cor
. Produksi dalam negeri

. Dilengkapi dengan sotil berkualitas baik

. 1| satu ) buah / KK

www.peraturan.go.id
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Keterangan :

.A.B=23cm

.D.C=145cm

Ukuran diameter 24 cm, isi 8 liter

Bahan dibuat dari alumunium plat dengan ketebalan 0.5 mm
Produksi dalam negeri

1 (satu) buah

Pegangan ceret terbuat dari plastik

I I

Pegangan tutup ceret terbuat dari plastik

www.peraturan.go.id
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BAKUL NASI DAN CENTONG

Keterangan :

1. A.b=24cm

. C.D=11cm atau

. Ukuran diameter 24 cm

. Bahan alumunium plat dengan ketebalan 0.5 mm dilengkapi dengan centong
. Produksi dalam negeri kualitas baik

. 1 |satu) buah / KK

www.peraturan.go.id
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Keterangan :

1. Bahan melamin

2.Tinggi 10 cm

3. Lingkar 8 cm

4. Satu set warna sama selain warna hitam
5. Kualitas baik

6.5 (lima) buah / KK

www.peraturan.go.id
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PIRING

2018, No.803

Keterangan :

. Bahan melamin

. Tinggi 3 cm

. Lingkar atas 25 cm

. Lingkar bawah 13 cm
. Kualitas baik

. 5 (lima) buah / KK

. Satu set warna sama selain warna hitam

www.peraturan.go.id
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Keterangan :

.B=10cm

.C=153cm

A
. A.C=25cm
B
D.E=15cm

. Bahan terbuat dari plastik
. 1(satu ) buah |/ KK

www.peraturan.go.id
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EMBER PLASTIK

Keterangan :
1. Ukuran : diameter 34 x 30 cm
2. Kapasitas : 15 liter

Bahan : Plastik

www.peraturan.go.id
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SENDOK DAN GARPU

b T YW Y W

X AIINC

/

Keterangan:

1. Ukuran Sendok 18,5 ~ 20cm X 4,5 cm
2. Terbuat dari stainless steel

3. Bahan Tebal, Tahan Karat

www.peraturan.go.id
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SPESIFIKASI TEKNIS
ALAT PERTANIAN
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CANGKUL

|

Bahan terbuat dan baja canai  vang  dapat
dikeraskan.

Kekerasan cangkul pada wung tajam, minimum
540 HV (Vickers) dengan kandungan carbon
minimum 0.45% dan pada jarak /5 dan ujung
tajam kea rah poros minimum 432 HY (Vickers).

Berat tanpa tangkai : 1.450 gram

“EaTHRONEEE -
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CARA PENGEPAKAN CANGKUL

Gambar:

Keterangan:

. Ukuran peti dari luar
- Panjang 45 om
- Lebar : 38 om
- Tinggi 23 om
. Bahan peti
- Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering).
- Tebal papan minimal 1.5 cm.
- Peti dicat warna gelap.
. ldentitas
- Bagian samping kiri dan kanan ditulis:

TAHUN ANGGARAN
Jenis barang : Canghul
ISI : 25 buah

- Tulisan dengan cat berwarna putih.

. Lain-lain
Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat pegangan, untuk
memudahkan mengangkat.
Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat untuk keamanan
dalam perjalanan dan pada saat bongkar muat.
Setelah barang diperikasa oleh Panitia Penerima. pengepakan kembali
menjadi tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.
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Berat golok dengan tangkai 800 gr, sarung
dibuat dari kulit. Tebal kulit sarung
minimal 1.5 mm, panjang band pengikat
gagang golok (H - HI) = 140 mm.

Bahan golok dibuat dari baja bekas per
{minimal)  Mobil, boiler, baja perkakas atau baja,
setara yang dapat dikeraskan.

(minimal)

[minimal)

Kekerasan bagian-bagian daun golok pada
daerah sejauh minimum sepertiga lebar
dari sisi bagian tajam ke arah punggung
harus mempunyai kekerasan minimum 500
HV (Vickers) menurun sampai minimum
400 HV (Vickers) pada jarak sepertiga
bagian.

[minimal)
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CARA PENGEPAKAN GOLOK

Keterangan:

1. Ukuran peti dari luar

- Panjang : 60 cm
- Lebar : 353 cm
- Tinggi : 20 cm

. Bahan peti
- Kayu berkualitas baik (Hidak mudah patah dan kering).
- Tebal papan minimal 1,5 cm.
- Peti dicat warna gelap.

. Identitas
- Bagian samping kiri dan kanan ditulis:

Jenis barang : Golok
ISI : 25 buah

- ‘Tulisan dengan cat berwarna putih.
. Lain-lain
- Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu
tempat pegangan, untuk memudahkan mengangkat.
Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua
tempat untuk keamanan dalam perjalanan dan pada
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KETERANGAN Bahan

terbuat dari baja yang dapat
dikeraskan. Kekerasan bagian daun sabit
minimum scpertiga Ilebar daun dari sisi
bagian tajam kecarah punggung, harus
mempunyai nilai kekerasan (500 - 350) HV
(Vickers).

Permukaan sabit harus rata, rapi dan bebas
dari cacat seperti retak-retak, lipatan-lipatan,
dan harus divernis atau dilapisi bahan
scjenis lainnya.

Cincin gagang dibuat dari baja.

Al
Bl
C
Cl1
D1
D
El
Fl
Gl

Berat dengan tangkai = 350
gram

www.peraturan.go.id
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CARA PENGEPAKAN SABIT

Keterangan:

1. Ukuran peti dari luar

- Panjang : 56 cm
- Lebar : 35 cm
- Tinggi : 19 cm

. Bahan peti
- Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan

kering).

- Tebal papan minimal 1,5 cm.
- Peti dicat warna gelap.

. Identitas
- Bagian samping kiri dan kanan ditulis:

TAHUN ANGGARAN
Jenis barang : Sabit
ISI : 25 buah

- Tulisan dengan cat berwarna putih.
. Lain-lain

- Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu
tempat pegangan, untuk memudahkan mengangkat.
Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua
tempat untuk keamanan dalam perjalanan dan pada
saat bongkar muat.
Setelah barang diperikasa oleh Panitia Penerima,
pengepakan kembali menjadi tanggung jawab pihak
Pelaksana Pengadaan Barang.
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SLUNDAK/SEKOP

KETERANGAN

A Al
B Bl
Bl B2
Cl
D1
El

185 n
280 mn
740 mn
2.5-2,7T mn
25-30 mn
38 miIm

Bahan terbuat dari plat baja. Pengujian
kekerasan dilakukan mulai dari ujung tajam
sampai sepertiga panjang slundak dari wjung
depan mempunyai kekerasan minimal 390 HV
(Vickers).

Berat Slundak = 1.700 s/d 2.000 gr
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CARA PENGEPAKAN SLUNDAK/SEKOP

Keterangan:

. Sebelum karung diikat, pada kedua ujung dari bagian
dalam dilapisi dengan karton.

. Karung diikat dengan band eser plastic

. Identitas
- Bagian atas dan bawah

Jenis barang : Slundak
ISI : 10 buah
- Tulisan dengan cat berwarna putih
. Lain-lain
- Setelah barang diperiksa oleh Panitia Penerima,
pengepakan kembali menjadi tangpung jawab pihak
Pelaksana Pengadaan Barang.
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DANDANG/GANCO

M1
N1
Pl
K1
L1

I"H"UZE!I!"’UEUL"JEPP

500
a0
50
&0
7o
28
70
35
a5
20
20

34

Berat tanpa tangkai = 4.000 gr

Bahan dibuat dari baja karbon menengah atau baja
lainnya yang setara dan dapat dikeraskan.

Kekerasan ' bagian diukur dari ujung depan ke
sumbu lubang gagang harus mempunyal nilai
kekerasan 42 — 48 HRC (Rockwell C)

Permukaan harus tampak rata dan bebas cacat
seperti retak-retak dan beserpih serta bagian ujung
potong harus divernis.

www.peraturan.go.id



-63-

2018, No.803

CARA PENGEPAKAN DANDANG/GANCO

Keterangan:

1.

Ukuran peti dari luar

- Panjang : 64 cm
- Lebar : 40 cm
- Tinggi : 20 cm

. Bahan peti
- Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering).

- Tebal papan minimal 1,5 cm.
- Peti dicat warna gelap.

. Identitas

- Bagian samping kiri dan kanan ditulis:

Jenis barang : Dandang/Ganco
ISI : 10 buah

- Tulisan dengan cat berwarna putih.

. Lain-lain
- Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat

pegangan, untuk memudahkan mengangkat.

Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat
untuk keamanan dalam perjalanan dan pada saat bongkar

muat.

Setelah barang diperikasa oleh Panitia Penerima,
pengepakan kembali menjadi tanggung jawab pihak

Pelaksana Pengadaan Barang.
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Berat dengan tangkai minimum 300 gr.

Bahan daun koret terbuat dari baja canai yang dapat dikeraskan
sehingga memenuhi kekerasan minimal 245 HV (Vickers).

Lubang tangkai dibuat dari baja dan diberi lubang pada dua sisi
untuk memantek tangkai dengan paku.

www.peraturan.go.id
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GARPU TARIK

Kekerasan:

Kekerasan gigi garpu tarik pada jarak '
[minimal) bagian tajam kearah bahu haras
C - mempunyai nilai kekerasan minimum

|minimal) 80 HRB |Rockwel B)

D - D1

D1 - D2 23 Bahan:
- El
- F1l 15 Dibuat dari baja bulat ukuran diameter
= Gl 50 14,6 mm vang dapat dikeraskan dengan

rosecs rlakuan panas.
Berat 1 3.000 F e P

Diameter : 235

www.peraturan.go.id
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CARA PENGEPAKAN GARPU TARIK

-

Keterangan:

1. Ukuran peti dari luar

- Panjang : 125cm
- Lebar : 50 cm
- Tinggi : 28 cm

. Bahan peti
- Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering).
- Tebal papan minimal 1,5 cm.
- Peti dicat warna gelap.

. Identitas
- Bagian samping kiri dan kanan ditulis:

TAHUN ANGGARAN
Jenis barang : Garpu Tarik
ISI : 10 buah

- Tulisan dengan cat berwarna putih.
. Lain-lain

- Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat
pegangan, untuk memudahkan mengangkat.
Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat
untuk keamanan dalam perjalanan dan pada saat bongkar
muat.
Setelah barang diperikasa oleh Panitia Penerima,
pengepakan kembali menjadi tanggung jawab pihak
Pelaksana Pengadaan Barang.
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GARPU TANAH

KETERANGAN Bahan gigi dan bahu dibuat dari baja

karbon menengah atau baja lainnya
Al yang dapat dikeraskan dengan
B periakuan panas schingga mempunyai

D 700 kekerasan 39 - 47 HRC (Rockwel C).
c1 30

B Gigi dan bahu serta  bagian
El 15 penyambung garpu tanah dibuat
H1 8 dengan pengerjaan  tempa sccara
Gl 25 kesatuan. Plat penyambung dan
B tangkai disambung dengan las listrik

Fl dan diperkuat dengan pengelingan.
K1 50

ATmOoOI®RON® >>

Gigi dan bagian tangkai harus halus,
- Berat = 3.000 gr pangkal pemchang yang terbuat dari
- Tangkai dari besi logam harus di cat.

www.peraturan.go.id



2018, No.803 68

CARA PENGEPAKAN GARPU TANAH

Keterangan:

1. Ukuran peti dari luar

- Panjang : 117cm
- Lebar ! 48 cm
- Tinggi : 25 cm

. Bahan peti
- Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering).
- Tebal papan minimal 1,5 cm.
- Peti dicat warna gelap.

. Identitas
- Bagian samping kiri dan kanan ditulis:

TAHUN ANGGARAN
Jenis barang : Garpu Tanah
ISI : 10 buah

- Tulisan dengan cat berwarna putih.
. Lain-lain

- Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat
pegangan, untuk memudahkan mengangkat.
Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat
untuk keamanan dalam perjalanan dan pada saat bongkar
muat.
Setelah barang diperikasa oleh Panitia Penerima,
pengepakan kembali menjadi tanggung jawab pihak
Pelaksana Pengadaan Barang.
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KAMPAK BESAR

Keterangan :

A-Al 15 mm

Al - A2 48 mm

B - Bl B3 mm

cC-C1 28 mm

D-D1 19 mm

E-El 145 mm

F-Fl 18 mm

Berat berikut tangkai 2.000 gram

Panjang Tangkai 70 cm

Bahan terbuat dari besi rel bekas atau baja karbon menengah atau baja
lainnya yang dapat dikeraskan dengan proses perlakuan panas.
Kekerasan ujung potong yang jaraknya 30 mm dari ujung depan
mempunyai nilai 480 — 500 HV (| Vickers ). Kampak harus bebas dari
cacat seperti retak - retak sumbing atau bercelah. Ujung potong digerinda
dan agar tidak berkarat hars di vernis.
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CARA PENGEPAKAN KAMPAK BESAR

I F—

Keterangan:

1. Ukuran Peti dari bagian luar
- Panjang : 57CM

- Lebar : 53CM

- Tinggi : 22CM

2. Bahan Peti

- Kayu Berkualitas baik

- Tebal papan minimal 1,5cm
- Peti di cat warna hitam

3. Identitas

Bagian samping kiri dan kanan ditulis

TAHUN ANGGARAN
Jenis barang : Kampak Besar

IS] : 24 buah

- Tulisan dengan cat berwarna putih.
4. Lain - lain
- Pada bagian samping kanan dan Kiri diberi kayu tempat pegangan, untuk
Memudahkan mengangkat.
Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat untuk keamanan
Dalam perjalanan dan pada saat bongkar muat.
Setelah barang diperiksa oleh Panitia Penerima, pengepakan kembali menja
Tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.
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KAMPAK KECIL

Keteranean :

A-Al 15mm
Al - A2 48 mm
B-Bl E5mm
C-Cl 2Z8mm
D-D1 19 mm
E—-El 145 mm
F-Fl 18 mm
Berat benkut tangkar 1.000 gram

Panjang Tangkai 40 cm

Bahan terbuat dan besi rel bekas atau baja karbon menengah atau baja lainnva yang dapat
dikeraskan dengan proses perlakuan panas. Kekerasan wjung potong yang jaraknya 30 mm dan
ujung depan mempunyal mila 480 — 500 HY | Vickers ). Kampak harus bebas dan cacat seperti
retak - retak sumbing atau bercelah. Ujung potong digennda dan agar tidak berkarat harus di verms.
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CARA PENGEPAKAN KAMPAK KECIL

e

Keterangam :

1. Ukuran peti dari bagian luar.
-Panjang : 57 cm
-Lebar : 53cm
-Tinggi : 22cm
Bahan peti
-Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering)
-Tebal papan minimal 1.5 cm
-Peti dicat warna gelap
Identitas
-Bagian samping kiri dan kanan ditulis :

TAHUN ANGGARAMN _... i
Jenis barang : Kampak Kecil
I51 = 25 buah

-Tulisan dengan cat berwarna putih.
4. Lain - lain
Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat pegangan, untuk
Memudahkan mengangkat.
Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat untuk keamanan
Dalam perjalanan dan pada saat bongkar muat.
Setelah barang diperiksa oleh Panitia Penerima, pengepakan kembali menjadi

Tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.
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GERGAJI GOROK
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Keterangan :

A - A1 600 mm
A - AZ 430 mm
A3- A4 85 mm
B1 -B2 38mm
B1 -C 510mm
D-D1 0,5mm
E -E1 5 mm

F - F1 3 mm

Berat 400 gram. dilengkapi dengan kikir dan giwaran

Bahan daun gergaji dibuat dari baja karbon dengan kandungan karbon minimal 0,70 % atau baja
paduan yang memiliki sifat fisik yang setara atau yang lebih baik dan baja karbon tersebut diatas.

Kekerasan daun gergaji harus merata dan memiliki nilai kekerasan Vickers 400 — 480 HV ( Vickers )

dengan kandungan Carbon minimumn 0,45 %.

Perbedaan pada beberapa tempat uji diperkenankan sampai maksimal nilai 30 HV { Vickers ).
Bahan untuk pegangan gergaji dibuat dari kayu atau plastik berkualitas baik, kuat dan bebas cacat.
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LINGGIS

Keterangan

A - B 1.000 mm
Al - A 63 mm
B - B1 TO mm
cC-Q 253 mm
D1-D 60 mm
E1 - E 9mm
F - F1 Jmm
G - &1 4.5 mm

Berat + 3.850 gram

Bahan - Dari baja

Kekerasan : Pada sepanjang 100 mm dari bagian ujung linggis vang pipih dan pengungkit
Harus dikeraskan sampai mempunyai kekerasan minimal 19 HRC (Rockwell C )
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CARA PENGEPAKAN LINGGIS

< e
-'Q-'-'E\_-:_\__ L

'->'\_,__..,e

-

Keterangan :

1. Sebelum karung diikat, pada kedua wjung dari bagian dalam dilapisi dengan karton
2. Karung diilkat dengan band eser plastic
3. Identitas

Bagian atas dan bawah

TAHUN ANGGARAM. ... ..o
Jenis barang : Linggis

151 2 10 buah

Tulisan dengan cat berwarna putih
4. Lain — lain
-Setelah barang diperiksa oleh Panitia Penerima, Pengepakan
kembali menjadi tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.
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BATU ASAH

Keterangan

A - A1: 150 mm
B - B1: 20 mm
M - Mi: 55 mm

Bahan terbuat dar batu granit
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CARA PENGEPAKAN BATU ASAH

Keterangan :

1. Ukuran peti dari luar
Panjang : 45cm
Lebar : 34cm
Tinggi :20cm
2.Bahan peti
Kayu berkualitas baik (tidak mudah patah dan kering )
Tebal papan minimal 1,5 cm
Peti dicat warna gelap
3.Identitas
Bagian samping kiri dan kanan ditulis :

TAHUN ANGGARAN
Jenis barang : Batu Asah

IS : 25 buah

Tulisan dengan cat berwarna putih

4. Lain - lain

-Pada bagian samping kanan dan kiri diberi kayu tempat pegangan,untuk
memudahkan mengangkat.

-Peti dilengkapi klem band eser dari plat besi didua tempat untuk keamanan
dalam perjalanan dan pada saat bongkar muat.

-Setelah barang diperiksa oleh Panitia Penerima, pengepakan kembali menjadi
tanggung jawab pihak Pelaksana Pengadaan Barang.
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: unggud nasionablakal

L0

* kemasan 100 gram

© Iabel B (benh sebiv) dan serfat v B Serifasi Benih
D 1-12%

+ unggul nasionalickal

>9T%

. 1sachet = 10 gram

; ummmmmuwwm
P 8-10%

: unggul nasionalickal

2%

: 1sachet=50bji=40gr

. ummwumuwmm
:5-8%

: unggul nasionalilokal

: 20T%

< 1sachet=10 gram

: mmmmmmumwm
: 5-8%

< unggul nasicnabiokal

1 201%

+ 1 sachet = 10 gram  kurang lebih 8,000 benih)
e : 5-8%

. unggul nasionaliokal
: 281%

: 1 sachet = 10 gram
; label Biru (benh sebr) dan sertificat dac Balai Sectikasi Benih
;8%
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 unggul nasionalokal

T

+ 1sachet = 10 gram
: u&ummmmwwwm
t 8%-10%

© unggul nasicaallokal

L 20%

¢ 1sachet 10 gram £ 9,000 bij

: label Biru (benih sebar) dan sertificat darl Balai Sertifikasi Benih
© Bidak lebih dari 13 %

* unggul nasionaliokal

1 20%

: 1 Sachet 10 gram

: label Biru (benih sebar) dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Benih
o dibawah 14 %

< unggul nasionallokal

1 >9T%

: 1sachet 15 gram

¢ label Biru (bendh sebar) dan sertifikat dani Balas Sertifikasi Benih
: dibawah 16 %

: unggul nasionatiiokal
:207%
: 1sachet 10 Gram
~+ label Biru (benh sebar) dan sertéial darl Balai Sertifikasi Benity
1 6-8%
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NO | SPESFIAS]
I |20t Tansman Obat Keluarga (TOGA)
1 Joe
Vaneta g nascnalionsl
Femuman varetss >8a%
Batet bt tanam 4050 gram {jahe puth besargaiah). 15-30 gram Gabe baci|
Katarangan biba t3han hama (iepie, ulal pengarek, saranga pangan)
Lahan periyabt (Musue FToang layw Bsktan, hilar pank)
2 Lenghuas
Varetas unggul nasenal oyl
l Femumnimn variets » 505
Babot bt tanam > 50 gram
Keterangan bibe tahan hama dan panyset mampy beradagtusi dgn Inghungan
3 Kuryt
Vanelas unggul nasonal okl
Kemurmssn vanelas > B0%
I Botot b tanam 15:20 gramipetong (anak nimpanginmpang induk dvag 4
Keterargmn hext tahan hama dan pecvabit, mampu beradaptasi dgn ingurgan
4 Kenow
Vanetas o nasonal ok
Kemumian varetas » 0%
Bodot bist tinam 15.20 gram’polong
Kessrangan bibat tahan hama dan panyakd, mamou deradaptasi dgn Ingkungan
Il |Benih Tanaman Pangan
1 Benih Pad|
Vanatas Unggul Nasional
Sertifas Lave! biry (Derrh sedar) dars Bala Sertfieasi Bonih
Kemumian Yaristas 20%
Daya Tumbuh 200%
Kadar Ar S15%
Kemasan Plastic kemasan @ § ¥g atou @10 Kg
Kelerangan benih Tidak mengandung hama dan penyakt
2 Benb Jagung
Vanstas - Unggul LotalUUnggul Nasianal
Sertifkas - Label Biry (Benih sebar) dari Balai Serifkasi Beniy
Kemumian varietas | 295%
Daya Tumbuh : Minimat 50 %
Kadar Alr S12%
Koloran bent . Maksimal 3 %
Keterangan benih : Tidak mengandung hama dan penyaki
Kemasan Bunghizs hemasan kedap ar pabritan bacisi @ 250 gram
3 Benh hedela
Varietas : Unggul LokalUnggul Nasional
Sertfkasi * Labe! Ungu (BP), Label Putih (BD), benh sebar (ES)
Kemumian varielas = 296%
Daya Tumbuh > 88%
Kadar Alr S8%
Keterangan benih Tidak mengandung hama dan pesyski
Toleran terhadap kondisi lahan masam
Tokran terhadap serangga pengarek polong
e s 00
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SPESIFIKASI

v

|Eidit Tanaman Tahunaa

=t ¥am

tr

5

Syarat lan

4 Bt ilas

Vanetas

bersortifial | bentabel dan Bala Sertfikasi Banh

Eetas harma dan penyant

Ungaul LokaiNasional

Nem BMem

i =+ 1 bulan
Asriah dan mneral 7 hala
Jumiah nuas minmal 7 ruas
Bait berserifival / berfsbal dan Balai Sertithasi Benih
Syarat n Bebas hama dan peayskd
5 Bib#t Kakao
Varetas Unggul Lokal/Nasional
Tngg 1y bt > S0 cm
Ut bidst usia bitat siap tanam antara 4 - § bulan
Jumish daun pmizh daun mawmal 18 lembar
Bied berserdifkat/ badabel dan Balsl Sertifkasi Benih
Syarat Lain Dibit tidak bertunas
« damelor batang utama minmal 1 cm
.+ tahan peryakit dan hama
Alat Produks! Pertanian (Alsintan)
1 Handsprayer
Sertificasi Standar Nasional Indonesia{SMll)
Kapasitas Tabung 15 Liter
Tekanan Semprot 2.6 kglem’
Oimensi + 350 mm x 200 mm x 525 mm
Berat Kosong 1 4Ky
Berat Full 165Kg
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SPESFIMALI

1 Pupui New
Nirogen s

P:0, P

KO

M0

Kady Ar

Bantuk Warna

Kematan

Fauman

2 Insekticidn Car
Batuan Aant

Bertun

Kemasan
Madaat

| Penenany

3 Fungisda
Bahan Akst

Bzt

Kemasan

Penzan

Vil |Bibit Tanaman Suah
1 P.saug
Variata
Trgy
Diameter bibit
Syaat lan

2 Mangga
Varetas
Tinggy
Umnur bitst
Syarat lan

3 Alpukst
Vanietas
Tinggi
Usmur bibit
Syarat lan

VI Pupuk dan Cbatchatan

1592%

Butean Maiah

Z5Kg, 40 Kg dan 50 Kg Kanung Plasth

Nomer pandafiacan dan Kementeran Pertanian R

Hasd Anates Uy Mulu dai Lomboga'nstansl berwenang

Diretvpo

Pekatan yang dapiat larut datim ar. moun hontak lambung dan
sistermd

Botol 500 mi ata 1,000 md

Pengandalan pengoerek batang Yyporyza incaruas Sarpoghaga gy
fan wereng ookl Ntaparvata lugens

Nomer pendaftaran dan Kementeran Pedtanian RI

Hasd Anabss Uy Muty dan Lembagainstans: becwenayg

Mankozeb

Fungmsida protedst berdentuk tepung yang dapal dsuspens untuk
rengandalian penyait-penyait jamur pada tanaman

¥emasan 1000 gram calam pacung hedap az

Noeor pendaftaran dan Kementeran Pertanian RI

Hasd Anaiss Uy Muty dan Lembagainstany berwenang

Unggut LokaiNasional

40 om- 150 om

15cm- 20 em

Babas hama dan peryait

Unogd LokalNasronal

25 - 30 e (bt bj): 40 - 60 e fokutasilcangkok)
6 bulan (lumbuh bi). 1.5 tahun (okudas)

Babas hama dan penyakit

Unggul LokalNasional
30-40cm

6+ 7 bufan

Babas hama dan penyake
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